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xPEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman beriku:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S Es (dengantitikdiatas)
ج Jim J Je
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah)
خ Kha’ Kh Kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Esdan ye
ص Sad S Es (dengantitik di bawah)
ض Dad D De (dengantitik di bawah)
ط Ta T Te (dengantitik di bawah)
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrofterbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
xi
ن Nun N En
و Wawu W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrop
ي Ya’ Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathahdanya ai a dan i َْﻰـ
fathahdanwau au a dan u َْوـ
xii
Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮَـھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:  َت َﺎـﻣ : mata
ﻰـَﻣَر: rama
 َﻞـْﯿِـﻗ : qila
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ: yamutu
4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).



















 ُ َﺔﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُ ﺔَـﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا: al-madinah al-fadilah
 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:  َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:  ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا(alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:  ُﺲـَْﻤـ◌ّّﺶَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
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 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
 ُ َﺔﻔـﺴْﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-biladu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ: ta’muru>na
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُت ْﺮـِﻣ◌ُُ أ: umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau




 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dinullah  ِﷲ ِِﺎﺑ billah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah
10. HurufKapital
Walausistemtulisan Arab tidakmengenalhurufkapital (All Caps),
dalamtransliterasinyahuruf-huruftersebutdikenaiketentuantentangpenggunaanhuruf
capital berdasarkanpedomanejaanBahasa Indonesia yang berlaku
(EYD).Hurufkapital, misalnya, digunakanuntukmenuliskanhurufawalnamadiri (orang,
tempat, bulan) danhurufpertamapadapermulaankalimat. Bilanamadirididahuluioleh
kata sandang (al-), maka yang ditulisdenganhuruf capital
tetaphurufawalnamadiritersebut, bukanhurufawal kata sandangnya. Jika terletak pada
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital
(Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan












Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
KUHP = KitapUndang-UndangHukumPidana
KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UUD = Undang-UndangDasar
KHI = KompilasiHukum Islam
swt. = Subhanauwata’ala
saw. = Sallallahu ‘alaihiwasallam
QS…/…:… = Q.S. Adz Dzariyaat/ 51) : 49), QS Al-Baqarahayat 282
Abu al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
iivx
:tukireb natakgnis aparebeb tapadret ,barA asahabreb aimli ayrak kutnU
ﺻﻔﺤﺔ = ص 
ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم 
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ = ﺻﻠﻌﻢ 
طﺒﻌﺔ = ط 
ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ = دن 
اﻟﻰ  اﺧﺮھﺎ\ اﻟﻰ اﺧﺮه  = اﻟﺦ 
ﺟﺰء = ج 
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ABSTRAK
Nama : Ikhwan Nasrul
Nim : 10400111021
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul :Status Kewarisan Anak yang Masih Dalam Kandungan Sebagai
Ahli Waris (Perbandingan fikih Mawaris dan KUHPerdata)
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status anak dalam
kandungan sebagai ahli waris di dalam perspektip hukum Islam dan KUHPerdata?
Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak
yang masih berada dalam kandungan sebagai ahli waris menurut Fiqh mawaris
dan KUH Perdata? 2) Apa perbedaan pembagian kewarisan anak dalam
kandungan sebagai ahli waris dalam perspektif fikih mawaris dan KUHPerdata?
Jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Disebut  kualitatif, karena penelitian ini
bersifat teori  dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik dan Pendekatan
yang  digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Dalam pendekatan
ini, norma-norma hukum positip dipandang sebagai produk keputusan-keputusan
politik, baik melalui proses legislatis atau yudisial sedangkan doktrinya sendiri
dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisis abstrak, dari norma-norma positip.
Metode pengumpulan data yang dilakukan  melalui Kompilasi Hukum Islam dan
KUHPerdata, buku, majalah, jurnal, skripsi, internet yang membahas tentang
kewarisan. Lalu tekhnik pengolahan data dan analisis data yang dilakukan melalui
empat tahap yaitu: Editing, Klasifikasi, Klarifikasi, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian:Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris
menurut KUHPerdata dan Hukum Kewarisan Islam memiliki persamaan.
Persamaan tersebut berdasar pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang
kedudukan anak dalam kandungan berhak tampil sebagai ahli waris walaupun ada
ketidakpastian pada dirinya. Ketentuan pembagian kewarisan anak dalam
kandungan, terdapat adanya perbedaan dalam proses pembagian harta warisannya.
Menurut KUHPerdata dalam pembagiannya tidak ada masalah walaupun ada
ketidakpastian pada dirinya karena apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir
bagiannya sama rata dan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris yang telah
ada. Sedangkan Menurut Hukum Islam walaupun kedudukan anak dalam
kandungan diakui sebagai ahli waris namun ketidakpastian dari jenis kelamin si
bayi antara laki-laki atau perempuan dan apakah ia terlahir hidup atau mati, maka
pembagian kewarisan anak dalam kandungan dengan cara menangguhkan bagian
terbesar dari perkiraan bagian warisannya yaitu dengan memperhitungkan anak
dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki bagiannya lebih
besar dari pada perempuan. Namun apabila dia terlahir perempuan maka sisa harta
yang ditangguhkan untuknya dibagikan kembali kepada ahli waris yang telah ada.
Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Semoga kedepanya pemerintah dapat
memperhatikan untuk membuat peraturan mengenai hal kewarisan anak dalam
kandungan 2) Agar supaya pembagian kewarisan anak yang masih dalam
kandungan tidak menjadi sebuah masalah karena haknya  sebagai ahli waris sudah




Dalam kehidupan manusia apabila telah dicabut nyawa oleh yang maha
kuasa atau datangnya kematian, tidak lantas berakhir urusan keduniawian,
kematian pada suatu sisi lain telah mengakhiri urusan duniawi orang yang telah
meninggal tersebut,namun disisi lain kematian menimbulkan dampak bagi orang-
orang yang ditinggalkan. Salah satu dampak peninggalan adalah pembagian harta
peninggalan orang yang meninggal di keluarga atau biasa disebut dengan
pembagian harta kewarisan.
Didalam studi hukum Islam pembagian harta warisan merupakan salah
satu kajian dalam Islam yang dibahas secara khusus dalam fiqh mawaris. Hal
tersebut agar dapat mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian harta
peninggalan keluarga yang telah meninggal.
Terkadang yang menjadi ahli waris anak yang masih hidup, ada yang
sudah meninggal pada saat meninggalnya pewaris, serta ada pula anak yang masih
dalam kandungan isteri orang yang meninggal.
Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur peralihan harta dari
seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Dimana masalah
harta warisan ini menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila
menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu
apabila berhak, seberapa banyak hak itu.1
1Rahmat fadlika, KTI  tentang Kedudukan Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli waris
(Mataram: Universitas Mataram,2013), h.8.
2Kewarisan anak dalam kandungan menurut KUHPerdata, pengertian anak
dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 adalah:
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah
dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu
dilahirkan, dianggaplah dia tidak pernah ada.
Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bahwa seorang anak
dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup. Hal
ini juga ditegaskan dalam pasal 836 yang menyebutkan:
Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat
bertindak sebagai pewaris, seorang harus telah ada pada saat jatuh meluang.
Selain ketentuan mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan,
dalam KUHPerdata juga diatur mengenai legalitas anak dalam kandungan yang
dapat menerima warisan pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada
keabsahan anak dalam suatu keluarga. sebab KUHPerdata tidak memperbolehkan
kewarisan bagi anak dalam kandungan akibat dari perzinaan.
Ketentuan dalam KUHPerdata di atas apabila dibandingkan dengan hukum
islam mengenai kewarisan maka akan terdapat perbedaan pandangan dalam
produk hukum tersebut.
Dalam menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli
waris serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta
peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan masalah-
masalah dimana salah satunya mengenai masalah kedudukan anak dalam
kandungan sebagai ahli waris, karena apabila seseorang meninggal dunia,
sedangkan ia meninggalkan kerabat yang hamil, misalnya istri (janda), ibu, anak
perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lain-lain, maka ada
persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah
hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan bayi
3(anak) dalam kandungan kerabatnya tersebut.
Selain itu juga seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya
tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan
tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, dan belum
dapat ditentukan si bayi yang dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki
atau berjenis kelamin perempuan, selain itu juga apakah anak dalam kandungan
itu kembar atau tidak, sedangkan ketiga hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan
jenis kelamin laki-laki atau perempuan serta kembar atau tidaknya) sangat penting
artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam
penentuan porsinya/bagiannya.
B. Pokok Masalah
Jadi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok
masalah yang dapat menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana kedudukan anak yang masih berada dalam kandungan
sebagai ahli waris menurut Fikih mawaris dan KUHPerdata?
2. Apa perbedaan pembagian kewarisan anak dalam kandungan sebagai
ahli waris dalam perspektif fikih mawaris dan KUHPerdata?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Defenisi Opersional Penelitian
Untuk memudahakan pembaca memahami penapsiran judul skripsi ini
maka penyusun memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap
penting antara lain:
4Status adalah keadaan atau kedudukan orang,badan yang berhubungan
dengan masyarakat di sekelilingnya.
Pembagaian adalah proses, cara, perbuatan membagi.2
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,
biaya pengurusan jenasah  (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk
kerabat.3
Anak masih dalam kandungan menurut KUHPerdata  anak yang masih
dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan
si anak menghendakinya. bila telah mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak
pernah ada.4
Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing.5
2. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini akan pembahas status
kewarisan anak dalam kandungan sebagai ahli waris perbandingan hukum
kewarisan Islam dan kuh perdata. Maka dalam  judul skripsi ini penulis akan
melakukan sebuah penelitian di acuan dasar hukum Islam dan hukum perdata.
2Diunduh Pada, kemendikbud,go.id. 20 Mei 2015.
3KHI, buku ke dua tentang hukum kewarisan, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h.
4KUH Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.
5KHI, Buku ke Dua tentang Hukum Kewarisan, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h.
5D. Kajian Pustaka
Kajian atau telaah pustaka adalah dasar  yang kokoh, sumber dalam kajian
atau acuan dalam penulisan, agar supaya penelitian tidak mengambang dan keluar
dari pokok penelitian adapun acuan dasar dalam penulisan ini adalah sebagai
berikut:
M. Idris Ramulyo, SH, MH, Perbandingan Pelaksanaan Hukum
kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW) dalam buku ini membahas tentang, dasar-dasar Hukum kewarisan
Islam dan Hukum Perdata barat (BW), peradilan agama dan peradilan umum,
Serta pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum Islam di pengadilan agama
dan kewarisan menurut KUHPerdata (BW) di pengadilan negeri.
Sajuti Thalib, S.H, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, buku ini
membahas tentang ayat-ayat tentang kewarisan, garis hukum dan ayat-ayat
kewarisan,penggolongan ahli waris, dan kedudukan ahli waris.
Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, buku ini membahas tentang
defenisi ilmu faraid(kewarisan), dasar-dasar ilmu faraid, dasar-dasar matematika
ilmu faraid, macam-macam ashabah, dan hak waris janin.
E. Metode Penelitian
Untuk mempertanggungjawabkan keilmiaan skripsi, maka dalam penelaan
data yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:
61. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian
kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif, sebagaimana disebutkan Lexy J. Moleong
karena penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori baru dan dilakukan
sesuai dengan kaidah non statistik.6
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
normatif yuridis. Dalam pendekatan ini, norma-norma hukum positip dipandang
sebagai produk keputusan-keputusan politik, baik melalui proses legislatis atau
yudisial sedangkan doktrinya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk
analisis abstrak, dari norma-norma positip.7
3. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Data primer, adalah  data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber
data tersubut.8 Dalam penelitian ini, data primernya adalah kompilasi hukum
Islam, KUHPerdata.
b. Data sekunder, adalah data yang dapat menjunjung data primer dan diperoleh
tidak dari sumber primer.9 Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku,
majalah, jurnal, skripsi, internet yang membahas tentang kewarisan dalam
hukum Islam dan hukum perdata dan khususnya yang berhubungan dengan
status waris anak masih dalam kandungan sebagai ahli waris.
6Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002),
h. 75.
7Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,( Jakarta: Raja Grafindo Persada)
1998, h.91-92.
8Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.91.
9Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), h.11.
73. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersumber dari buku
yang memiliki relevansi dengan sumber yang dibahas, kemudian pendapat para
pakar hukum, pendapat para pukaha (ahli hukum Islam).
4. Instrumen Penelitian
Alat yang digunakan dan menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah:
a. Buku catatan yang digunakan penulis untuk mencatat beberapa literatur yang
berkaitan dengan penelitian
b. Alat Tulis, seperti pensil dan balpoin, untuk mencatat beberapa referensi dan
kutipan yang berkaitan dengan objek penelitian.
c. Note Book, sebagai media utama dalam meramu dan mengolah serta
menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab objek permasalahan yang
dibahas.
5. Tekhnik Pengolahan dan analisis data
Adapun tekhnik dan pengolahan analisis data yang dimaksud meliputi,
editing, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan.
a. Editing: Melihat data yang memiliki kejelasan makna, kesesuaian dengan
data yang lain.
b. Klasifikasi: Pengelompokan data dari berbagai literatur yang berkaitan
dengan objek yang dibahas.
c. Verifikasi: Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah
diperoleh untuk menentukan ke sahihan data.
d. Kesimpulan: Tahapan meramu/menganalisis data untuk menjawab
permasalahan yang dibahas.
8F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan
pembagian harta kewarisan anak dalam kandungan sebagai ahli waris perspektip
fiqh mawaris dan KUHPerdata, Serta kedudukan pembagian kewarisan anak
dalam kandungan sebagai ahli waris perspektif Fikih mawaris dan KUHPerdata.
2. Kegunaan
Kegunaan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini yaitu:
a. Sebagai sumbangan kepada seluruh praktis dan akademisi dalam rangka
menggali dan menemukan hukum.
b. Sebagai bantuan pemikiran terhadap masyarakat luas dalam rangka
pengembangan wacana ilmiah yang lebih kompeten.
9BAB II
TINJAUAN UMUM ANALISIS ANAK
A. Defenisi Anak
Anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun.1
Menurut D.Y Witanto, Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di
masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu
perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat
menghancurkan masa depanya.2
Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.3
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang
memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.4
Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.5
1Abdul Rahman Kanang, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional
Anak, (Makassar: Alauddin University Press,2011) h.40.
2D.Y Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta,
Pustakaraya, Cetakan Pertama, 2012) h.4.
3UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
4 UU Nomor 3 Tahun tentang Pengadilan Anak:
5PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan Anak:
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Dalam pandangan sosial, menurut Haditono anak merupakan makhluk
yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi
perkembanganya. Selain itu anak merupakan bagian darai keluarga, dan keluarga
memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk
perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.6
Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur
seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang
disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygot, lalu tumbuh
menjadi janin dan pada akhirnya terlahir kedunia sebagai seorang manusia (bayi)
yang utuh.7
Seorang anak dilahirkan kedunia melalui proses yang panjang, mulai dari
adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki dan sel telur milik
seorang perempuan sampai terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui oleh
seorang perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir ke dunia. Rangkaian /
tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan si anak
di hadapan hukum. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui
sampai terjadinya peristiwa kelahiran digolongkan menjadi:
1. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun
hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat
sebagai anak yang sah.
6D.Y Witanto, Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin, (Cet I: Jakarta;
Pustakaraya, , 2012) h.6.
7Diunduh pada, http://dunia psikologi.dagdigdug.com, 2 Mei 2015.
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2. Jika proses yang dilalui tidak sah (ilegal), baik menurut hukum agama
maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang
predikta sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).8
B. Kedudukan Anak
Kedudukan anak sangatlah mulia karena anak adalah harapan masa depan
orang tua dan kebanggan orang tua. Selain dari yang penulis sebutkan fungsi anak
dapat dilihat dengan jelas dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Kahfi/18: 46.
               
    
Terjemahan:
“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu
serta lebih baik untuk menjadi harapan.”9
Firman Allah (           ) “Harta dan anak-anak
adalah perhiasan kehidupan dunia.” Menghadap kepada-Nya adalh lebih baik
bagi kalian daripada kesibukan kalian dengan semuanya itu dan sibuk mencari
kekayaan untuk mereka serta belas kasihan yang berlebihan terhadap mereka.
Oleh karena itu, dia berfirman: (                 
)”Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di
sisi Rabb-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan.10
8D.Y Witanto, Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin, (Cet I; Jakarta:
Pustakaraya, , 2012), h.7.
9Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung : cordoba, 2013),
h.299.
10Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Cet I; t,tp: Pustaka Imam
Asy-Syafi’i, 2009), h.37.
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Harta dan anak merupakan perhiasan ibu-bapak dalam kehidupanya di
dunia ini. Kita sudah maklumi bahwa setiap orang pasti ingin mempunyai
perhiasan yang menarik, menyenangkan dan berharga mahal. Begitu juga
keinginan orang tua dalam mendapatkan anak. Mereka ingin anaknya serba bisa
memberikan hiburan, menjadikan dirinya terhormat dan menjadi tumpuhan
kesejahteraan hidup orang tuanya.11
Selain dari fungsi anak sebagai penghibur dan pemberi kesejukan bagi
kedua orang tuanya, Dan pada Q.S. Al-Furqan/25: 74, Allah berfirman:
                     
      
Terjemahan:
“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada
Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati
(Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”12
Firman Allah swt : (                   ) “Dan
orang-orang yang berkata: `Ya Rabb kami, anugerakanlah kepda kami isteri-
isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami.” Sanad atsar ini
shahih, tetapi perawi lain tidak meriwayatkannya.
Firman Allah: (        ) “Dan jadikanlah kami imam bagi
orang-orang yang bertakwa.” Ibnu ‘Abbas, al-Hasan, as-Suddi, Qatadah, dan ar-
Rabi’ bin Anas berkata: “Yaitu, para imam yang ditauladani dalam kebaikan.”
Selain mereka berkata: “Para pemberi petunjuk dan para penyeru kebaikan.”
11Muhammad Thalib, 40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, (Cet VI; Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 1993,) h.33.
12 Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya), h.366.
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Mereka begitu senang bahwa ibadah mereka bersambung kepada beribadahnya
anak-anak dan keturunan mereka serta hidayah yang mereka dapatkan bisa
bermanfaat kepada yang lainya hingga banyaklah pahala dan baiklah tempat
kembalinya.13
Orang tua mempunyai harapan bahwa anaknya dapat menjadi pemimpin
yang baik dalam kehidupanya di tengah masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai
penghibur saja, Tetapi orang tua juga mengiginkan anaknya dapat mengangkat
martabatnya di tengah masyarakat. Maka kalau kita bertemu dengan orang tua
yang gagal meraih cita-cita, umumnya menggantungkan harapan pada anaknya,
semoga ia dapat menebus cita-cita yang gagal diraihnya sendiri. Dengan kata lain
anak diharapkan menjadi penerus jejak langkah orang tua, walaupun orang tuanya
sendiri tidak mempunyai jejak.14
Mencermati penjelasan ayat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
perilaku anak dan masa depan anak tergantung dari didikan orang tua, jadi orang
tua harus senang tiasa dituntut untuk menjadi teladan yang baik terhadap anaknya.
C. Hak-Hak anak dalam perundang-undangan
Berdasarkan data dari kementerian sosial RI, pada awal tahun 2010 yang
dilansir harian kompas,jumlah anak yang berada dalam situasi sulit adalah
sebanyak 17,7 juta pada tahun 2011 mengalami peningkatan 1,7%. Anak-anak
yang berada dalam situasi sulit ini meliputi anak yang terlantar, anak-anak yang
dieksploitasi dan anak-anak yang membutuhkan perindungan khusus termasuk
anak cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga permasyarakatan, anak-anak
13Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Cet I; t,tp: Pustaka Imam
Asy-Syafi’i, 2009), h.517.
14 Muhammad Thalib, 40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, h.34.
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yang berada dalam panti asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal
maupun informal. Dari jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini
kemampuan negara untuk mengatasinya hanya 4% setahun atau lebih kurang
708.000 anak, ini artinya negara baru mampu menyelesaikan masalah anak-anak
yang berada dalam situasi sulit ini selama 25 tahun atau seperempat abad ke
depan.
Hingga saat ini indonesia belum meratifikasi optional protocol Konvensi
Hak anak (protocol tambahan PBB) tentang penjualan anak, pelacuran anak dan
pornografi anak sehingga undang-undang yang ada masih dinilai kurang efektif
akibatnya anak-anak korban eksploitasi seksual sering tidak mendapatkan hak dan
perlindungan atau bantuan pemuliahan yang efektif. Setiap anak mempunyai hak-
hak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di indonesia. Oleh
karena semua elemen harus memperhatikan hak-hak anak dimaksud, termasuk
tidak melakukan kekerasan terhadap anak, seperti menelantarkan, melalaikan,
eksploitasi, pornografi, drugs, abuse(menyahlagunakan/menyiksa) anak dan
seterusnya, karena perbuatan itu akan dituntut secara hukum. Terdapat beberapa
aturan hukum yang mengatur mengenai upaya pemenuhan hak-hak anak untuk
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang terbebas dari segala bentuk
kekerasan dan diskriminasi, antara lain:
1. Hak Anak Dalam Undang-Undang Dasar 1945
Rumusan UUD 1945 yang dihasilkan sebagai perubhan kedua UUD 1945
ini, masih menyisahkan kekurangan khususnya mengenai perlindungan terhadap
anak, yakni taidak disebutkanya “hak partisipasi anak”. Padahal hak berpartisipasi
(participation), dalam kategori KHA, merupakan satu dari empat hak anak yang
terpenting, disamping hak atas kelangsungan hidup (survival), tumbuh kembang
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(development) dan perlindungan (protection). Prinsip umum perlindungan anak
meletakkan partisipasi dan non diksiriminasi sebagai alas hak yang tidak bisa
diabaikan. Artinya, mustahil tumbuh –kembang anak bisa tercapai bila ada
perbedaan perlakuan hanya karena alasan etnisitas, agama, jenis kelamin, warna
kulit dan lain-lain. Begitu pun, kita tidak bisa berdalih untuk kepentingan terbaik
anak, bila kita tidak pernah memberi ruang bagi anak mengemukakan
pendapatnaya.
Hak partisi pasi itu menyangkut, miasalnya, hak untuk secara bebas
menyatakan pendapat dan didengar (Pasal 12 dan 13), hak atas kebebasan berpikir
(Pasal 14) serta hak atas kebebasan berkumpul dan berhimpun secara damai
(Pasal 15). Hak partisipasi, sebagai bagian dari hak-hak sipil (dan politik) anak,
harus dipenuhi terutama bila akan memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini sudah
menjadi tuntutan anak-anak dari seluruh dunia, yang merupakan hasil perhitungan
petisi Say Yes For Children. Petisi yang dituangkan dalam Dokumen New York
berjudul “A World Fit for Children”, bulan Mei 2002, Secara tegas menyebutkan
pengutamaan anak disetiap kebijakan pemerintah dengan melibatkan partisipasi
anak.
Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan pasal 28B ayat (2) juga
kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapat
perliddungan dari tindak kekerasan diskriminasi. Mestinya, perlindungan yang
diberikan negara terhadap anak, sebagai salah satu kewajiban generik, negara,
juga meliputi perlindungan dari “eksplotasi” dan penelataran”. Hal ini perlu
disebutkan secara gamblang agar kehadiran pasal ini menjadi payung hukum dan
kokoh bagi upaya perlindungan anak. Sebab, posisi anak-anak yang rentan dan
tergantung sebagai akibat hubuangan yang tidak setara antara anak dan orang tua
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bukan hanya membuat anak berpotensi  menjadi koraban kekerasan dan
diskriminasi tapi juga eksploitasi ekonomi dan seksual penelataran.
Konstruksi sosial, yang menempatkan anak subordinat terhadap orang tua,
memungkinkan orangtua ‘berhak” melakuakan apa saja pada anaknya, meski
tanpa disadari merugikan anak. Kasus anak-anak yang bekerja pada sektor
informal, yang diakui orangtua sebagai tradisi, jelas akan menjadi bias manakala
orang tua “memperkerjakan” anak tanpa memeperhatikan pendidikan anaknya.
Kasus-kasus seperti ini bisa ditemui pada anak-anak yang bekerja sebagai nelayan
atau kegiatan-kegiatan agraris lainya. Pandangan bahwa anak sebagai milik orang
tua, sebagai aset yang bisa disalahgunkan, merupakan titik kritis yang mengancam
kehidupan anak.
Denagan berpihak pada kepentingan terbaik anak maka sesungguhnya
MPR RI, sebagai penjelmaan seluruh rakyat, telah meletakkan dasar yang kuar
bagi keberlangsungan bangsa ini.
Secara singakt mengenai perlindungan terhadap anak dalam  UUD 1945,
dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Pasal 27 ayat (2) dan (2) berbunyi
-Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam Hukum dan
Pemerintahan Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
-Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan perhidupan yang layak bagi
kemanusiaan
b. Pasal 28A, berbunyi
-Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupanya.
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c. Pasal 28B. Pasal ini sebenarnya merupakan pasal yang secara langsung
senmata-mata tertuju kepada anak.
d. Pasal 28C
e. Pasal 28D
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adail serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.15
Didalam tulisan Absori dikemukakan empat macam hak anak dalam
konvensi PBB, yaitu:
1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival  rights)
Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan
mempertahangkan hidup dan hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup
dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang
sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut konvensi Hak Anak negara harus
menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak
(pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap
kesehatan tinggi bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan
oengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.
Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa (1)
hak anak untuk mendaptakan nama dan kewarganegaraan semenjk dilahiran (pasal
7); (2)  hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek
dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (pasal 8); (3)
hak anak untuk hidup bersama (pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh
15Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan hak konstitusional Anak,
(Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.82-85.
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perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua
atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (pasal 19) hak untuk
memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan
keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional
yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (pasal 20), (5) adopsi
anak hanya dibolehkan dan dilakuan demi kepentingan terbaik anak dengan segala
perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 21), (6) hak-hak
anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan
pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat
kepercayaan diri yang tinggi (pasal 23), (7) hak anak menikmati standar
kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (pasal 27 dan 28).
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights)
Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak
kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai kelusrga, dan bagi
anak pengunsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan
anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan,
khusus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan pendududuk
asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi
(1) perlindungan dari gangguan dari kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari
keterlibatan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalagunaan obat
bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan
pornografi, (4) perlindungan upaya penjualan peneyeludupan dan penculikan
anak, dan 5 perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus
telah melakukan pelanggaran hukum.
3. Hak untuk tumbuh kembang (development rights)
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Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal
maupun non foramal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas
pendidikan diatur pada pasal 28 konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara
menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara Cuma-Cuma, (2)
mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah
dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat  imformasi dan bimbingan pendidikan
dan keterampilan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah untuk
mendorong kehadiranya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus
sekolah.
4. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk (participation rights).
Hak untuk berpartisispasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam
segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak
untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak
untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengepresikan, (3) hak
untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk
memperoleh imformasi yang layak dan terlindung dari imforamsi yang tidak
sehat.16
2. Hak Anak Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
Hak-hak anak dalam undang-undang tentang kesejahteraan anak ini diatur
pada pasal 2 sampai dengan pasal 8. Pasal 2 berbunyi: (1) Anak berhak atas
kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik
dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar (2) kehidupan sosialnya (3) sesuai dengan negara yang
16Absori, Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada
Era Otonomi Daerah, (T.tp; 2009), h. 81-83.
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baik dan berguna kandungan maupun sesudah dilahirkan (4) Anak berhak atas
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat memabahayakan atau
menghambat pertumbuhan dalam perkembanganya dengan wajar.
3. Hak Anak Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana
Mengenai hak anak yang berkomflik dengan hukum, meliputi hak untuk
segera di periksa, diajukan ke pengadilan dan di adili (Pasal 50 KUHAP)
1. Tersangka berhak segera mendpat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya
dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berat perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut
umum.
3. Tedakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
Pasal 54, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam
waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan
dalam undang-undang ini. Pasal 55, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut
dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat
hukumnya. Pasal 56, hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum
yang ditunjuk oleh pejabat yang bersankutan pada semua tingkat pemeriksaan
bagi tersangaka/ terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma.
4. Hak Anak Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Anak
Proses peradilan secara pidana yang melibatkan jaksa, hakim dan pengacra
yang sebelumnya melibatkan kepolisian, dimana harus ada kesempatan orang
berdiskusi, dapat dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan
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kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkanya, dan di mana
keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Hakim penyidik dan
penuntut umum yang menangani perakra anak harus mempunyai minat, perhatian,
dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik wajib memerikasa tersangka
anak dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran
dari pembimbing kemasrakatan. Proses penyidikan perkara terhadap anak nakal
wajib di rahasiakan. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh
mempertimbngkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tenatang Hak Asasi Manusia
Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu
diakui dan dilingdungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental,
penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan
orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan anak tersebut. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang
tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan
dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak untuk meperoleh pendidikan
dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat,
bakat, dan tingkat kecerdasanya. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di
dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa
lain yang mengandung unsur kekersan.17
D. Anak dalam Kandungan
Salah satu tujuan bahkan sebagai tujuan utama yang merupakan dasar
diisyaratkanya pernikahan oleh agama adalah didapatkanya anak keturunan yang
17Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan hak konstitusional Anak, h.85-89.
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dapat melangsungkan dan mempertahankan jenis manusia di dunia. Untuk
mempertegas penjelaan dapat dilihat dalam firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4: 9.
               
        
Terjemahan:
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar.”18
Kata(   ) sadidan terdiri dari huruf Sin dan Dal yang menurut pakar
bahasa Ibn Faris, menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian
memperbaikinya. Ia juga berarti istiqamah/konsistensi. Kata ini juga digunakan
untuk menunjuk kepada sasaran. Seorang yang menyampaikan sesuatu / ucapan
yang benar dan mengena tepat pada sasaranya, dilukiskan dengan kata ini. Dengan
demikian, kata sadid dalam ayat diatas tidak sekedar berarti benar, sebagaimana
terjemahan sementar penerjemah, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran. Dalam
konteks ayat diatas, keadaan sebagai anak yatim pada hakikatnya berbeda dengan
anak-anak kandung, dan ini menjadikan mereka lebih peka, sehingga
membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang lebih
terpilih, bukan saja kandunganya benar, tetapi juga yang tepat. Sehingga kalau
memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruan dalam
hati mereka, tetapi teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan
sekaligus membina mereka.19
18Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya, h.78.
19M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.338.
23
Ayat diatas mengingatkan pada semua manusia serta orang-orang yang
beriman agarmereka tidak meninggalkan anak keturunanya yang lemah jiwa dan
raga serta menjaganya dengan baik. Dalam arti orang tua berperan sebagai
pendidik, karena pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk
mendidik. Oleh karenanya dituntutlah mereka agar bertakwa kepada Allah,
sehingga terjaga kualitas dirinya dan terhindar dari api neraka serta menjadi
teladan bagi anak-anaknya. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap
anak adalah merawat dan mendidik sejak masih dalam kandungan sehingga anak
menjadi generasi penerus berkualitas yang dihasilkan dari pernikahan yang sah.
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BAB III
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN  HUKUM PERDATA BARAT
DALAM KEWRISAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN
A. Pengertian Waris
Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia
merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab ثرو – ثﺮﯾ - ﺎﺛرإ yang artinya
mewarisi, atau dari kata ثرو – ثﺮﯾ – ﺎﺛرو - ﺔﺛارو yang berarti berpindahnya harta si
fulan (mempusakai harta si fulan).1
Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta
peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.2
Idris Ja’far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam
sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak pemilikan
harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan
bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.3
Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari
seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan
siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris,
menentukan harta peninggalan bagi orang yang meninggal.4
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan yang
lebih tepat adalah perpindahan hak kemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
1Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, (Jakarta: Hida Karya, 19900, h. 496.
2Muhammad Syarbini al-khatib, Mughni al-Muhtaj,juz 3, (Kairo: Musthafa al-baby al-
Halaby, 1958), h.3.
3Idris Dja’far dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Pustaka
Jaya, 1995), h. 4.
4Zainuddin Ali, Pelaksanaan hukum waris di indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008),
h.33.
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menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya
masing-masing.5
Menurut Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah
hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan
bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Sedangkan menurut
Wirjono Projodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana
pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada
waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.6
Hukum kewarisan, sering dikenal dengan istilah faraidl, bentuk jamak dari
kata tunggal (ﺔﻀﯾﺮﻓ ), artinya ketentuan. Hal ini karena bagian-bagian warisan
yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur’an.Meskipun dalam
realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah radd
atau ‘aul.7
Menurut hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek
(Selnjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai
kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang
ditinggalakan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang
memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.8
Vollmar berpendapat bahwa “hukum waris adalah perpindahan dari
sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari
orang yang mewariskan kepada warisanya”. Pendapat ini hanya di fokuskan
kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.9
5Ahmad Rofiq, Hukum Perdata islam di indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2013,) h.281.
6T.M. Hasby ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Yogyakarta, Mudah, tt.) h.8.
7Ahmad Rofiq, Hukum Perdata islam di indonesia, h.282.
8Zainuddin Ali, Pelaksanaan hukum waris di indonesia), h.81.
9Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, BW, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.137.
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Effendi Perangin, mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum
yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang
yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.10
B. Dasar Hukum Kewarisan
1. Dasar Hukum Kewarisan Islam
Bangunan hukum kewarisan Islam memilimki dasar yang sangat kuat,
yaitu ayat-ayat Al-Qur`an, sunnah Rasulullah saw.,pendapat sahabat, baik yang
disepakati maupun yang mukhtalaffih.11 Ayat-ayat Al-Qur`an dan sunnah cukup
banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Dibawah ini akan dikutip
pokok-pokok dari dasar hukum kewarisan yang terkandung dalam Al-Qur’an:
a. Q.S An-Nisa/4: 11.
                 
                  
               
                
              
            
Terjemahnya:
“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari
dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
10Effendi Perangin, Hukum Wris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ke 11 2013)
h.3.
11Ahmad Rofiq, Hukum Perdata islam di indonesia, h.295.
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perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”12
Firma-Nya: (        ) lidz dzakari mitslu hazhil  untsayain/
bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;
mengandung penekanan bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikanya
bagian anak perempuan sebagai ukuran buat bagian anak lelaki, maka itu berati
sejak semula-seakan-akan sebelum ditetapkanya hak anak lelaki – hak anak
perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika anda akan mengukur sesuatu,
terlebih dahulu anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar
ukuran sesuatu itu ? Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak
perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa
jahiliah itu.
Pemilihan kata ( ﺮﻛذ ) dzakar yang diterjemahkan diatas dengan “anak
lelaki”, dan bukan ( ﻞﺧ ر) rajul yang berarti “lelaki” untuk menegaskan bahwa
usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata
dzakar dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun perempuan,
binatang maupun manusia. Sedang kata rajul adalah pria dewasa. Demikian juga
hal dengan kata ( ﻦﯿﺜﻧ ا) untsayain yang diterjemahkan “dua anak perempuan”.
12Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung : cordoba, 2013),
h.78.
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Bentuk tunggalnya adalah (  ُاﺶﻧ ) untsa yang berarti “betina/perempuan”, baik
besar atau kecil, binatang atau manusia.
Firma-Nya: ( ﻦﯾد و ا ﺎھ ﻲﺻ ﻮﯾ ﺔﯿﺻ و ﺪﻌﺑ ﻦﻣ) min ba`di washiyatin yushi biha
au dain/sesudah( dipenuhi) wasiat dan atau hutangnya (dilunasi). Rasul saw.
Menganjurkan kaum muslimin untuk berwasiat, tetapi wasiat tersebut tidak boleh
kepada ahli waris dan tidak juga boleh berlebih dari sepertiga harta warisan.
Penggalan ayat yang menyatakan
              
aba`ukum wa abna`ukum la tadruna ayuhum aqrabu lakum naf`an/orang tuamu
dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat
manfaatnya bagi kamu, mengandung makna anak dan bapak tidak dapat  sama
dalam manfaat masing-masing yang mereka berikan, karena manfaat yang dapat
mereka berikan tergantung pada kadar kasih sayang mereka, serta kebutuhan
masing-masing. Kebutuhan serta tolak ukurnya dapat berbeda-beda, sehingga
tidak pernah akan sama, tidak akan terpercaya dan tidak juga akan adil. Karena
itu,yang menentukanya adalah Allah, yang paling mengetahi kebutuhan dan
keseimbangan  serta jauh dari emosi dan ketidakadilan.
Pernyataan bahwa kita tidak mengetahui apakah orang tua atau anak-anak
yang lebih dekat manfaatnya setelah menentukan rincian hukum waris,
menunjukan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang
terbaik bila kepadanya diserahkan wewenag atau kebijaksanaan menetapkan
bagian-bagian warisan. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ada tuntunan
agama yang bersifat ( ﻲﻨﻌﻣا ل ﻖﻌﻣ) ma`qulul ma`na/”dapat dijangkau oleh nalar”
dan ada juga yang ( ﻲﻨﻌﻣ ا ل ﻮﻘﻌﻣ ﺮﯿﻏ) gair ma`qulil ma`na / “tidak dapat
dijangkau oleh nalar”. Kedua hal ini didasarkan pada fitrah manusia dalam hal
yang berkaitan dengan materi pertunjuknya tidak akan mengalami perubahan lagi,
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atau kemampuanya tidak akan mengantar mereka  sampai kepada petunjuk yang
dibutuhkanya,maka dalam kedua hali ini, al-Qur’an menghadirkan petunjuk
rinci,misalnya, misalnya petunjuknya tentang yang tidak boleh dikawini. Ini
karena anak atau saudara misalnya, selama mereka normal tidak mungkin
memiliki birahi terhadap ibu dan sudaranya. Demikian juga dalam ketentuan
tentang pembagian warisan dan juga dalam rincian masalh metafisika.
Firman-Nya: ( ﺎﻤﯿﻜﺣ ﺎﻤﯿﻠﻋ ن ﺎﻛ  ا ن ا) inna-llaha kana ‘aliman hakim
diartikan diatas dengan: sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa
datang selalu maha mengetahui dan maha bijaksana. Penggalan tersebut diartikan
seperti itu, walau kata ( )kana berarti dahulu atau pernah karena Allah swt.
Adalah satu-satunya wujud yang tidak mengalami perubahan. Yang berubah
adalah makhluk. Jika demikian, pada saat kita membavca atau mendengar kata
kana yang dikaitjan dengan Allah, seperti maha mengetahui, maha penyayang,
dan lain-lain, maka pada saat makna dahulu itu muncul dalam benak, pada saat itu
juga harus dimunculkan kalimat dan sampaikan serta seterusnya Allah demikian
itu.13
b. Q.S. An-Nisa Ayat/4:12.
                
             
           
           
13M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.343.
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                 
             
          
         
Terjemahanya:
“ dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian
itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Penyantun.14”
Penggalan ayat yang berbicara tentang ( ﮫﻟ ﻼﻛ ) kalālah, merupakan salah
satu ayat yang paling banyak diperselisihkan oleh para pakar tafsir, sampai-
sampai diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. berkata iga hal yang jika
diperjelas keterangannya oleh Rasul, akan menjadi hal-hal yang lebih kusenangi
dari kenikmatan duniawi: kalālah, riba, dan kekhalifahan”.
Perbedaan pendapat dimulai dari akar katanya, selanjutnya makna kata itu
sendiri dan yang terakhir maksud penggalan ayat itu. Mayoritas pakar bahasa
14Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya, h.79.
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memahami kata kalālah seperti dikemukakan di atas, yakni yang mati tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ada juga yang memahaminya
dalam arti yang mati tanpa meninggalkan ayah saja, ada lagi yang berpendapat
bahwa yang mati tanpa meninggalkan anak saja, dan masih banyak pendapat lain.
Kalau pendapat yang disebut d atas menunjuk kepada yang mati dan yang
meninggalkan warisan, ada lagi yang memahami bahwa kalālah menunjuk kepada
ahli waris, selain kepada ibu bapak dan anak. Tentu saja perbedaan makna-makna
kebahasaan di atas mengakibatkan perbedaan pendapat tentang maksud penggalan
ayat tersebut. Makna yang dikemukakan di atas adalah pendapat mayoritas ulama.
Firman-Nya: ( ر ﺎﻀﻣ) madhār yang diterjemahkan dengan tidak memberi
mudharat adalah mudharat ukuran syariat. Salah satu ukurannya dalam warisan
ialah tidak berlebih dari sepertiga harta yang akan ditinggalkannya.15
c. Q.S. An-Nisa/4:176.
             
                 
                 
              
 
Terjemahanya:
“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
15M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.347.
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saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah
Maha mengetahui segala sesuatu.”16
Firman-Nya: ( ﯾﻚﻧ ﻮﻟ ﺎﺴ ) yas’alūnaka/ mereka meminta fatwa yang
dikemukakan dalam bentuk jamak (mereka) bukan tunggal, kendati yang bertanya
adalah seorang, yakni Jabir bin Abdillah, karena rupanya pertanyaan ini telah
berulang-ulang ditanyakan atau terlintas dalam benak sekian banyak orang. Dalam
satu riwayat dinyatakan bahwa umar bin al-Khattab seringkali bertanya dengan
sungguh-sungguh kepada Rasul saw. tentang persoalan kalalah, sampai-sampai
beliau mendorong dada Umar sambil berkata: “Cukup sudah bagimu ayat kalalah
muslim panas yang disebut pada akhir surah an-Nisa’”.
Firman-Nya: mengakhiri ayat surah ini, apalagi jika diterima pendapat
yang menyatakan bahwa  (ﻢﯿﻠﻋ ء ﻲﺷ ﻞﻜﺑ  ا و) wa-llahu bikulli syai’in ‘alim/ Allah
mengetahui segala sesuatu, di samping kandungan makna seperti yang disebut di
atas, juga mengajarkan pada ummat islam untuk mengakhiri setiap uraian dengan
ucapan “Allah’ Alam”. AllahYang Maha Mengetahui/lebih mengetahui. Ucapan
ini telah menjadi tradisi keilmuan para cendikiawan muslim, dan melahirkan
kejujuran ilmiah. Jangankan dalam hal-hal yang mereka tidak ketahui, dalam hal-
hal yang mereka ketahui pun yakni dalam uraian dan jawaban-jawaban yang
mereka sampaikan, ucapan Allah A’lam selalu menghiasi akhir jawaban dan
uraian mereka. Ini karena manusia tidak dapat memastikan kebenaran
jawabannya. Siapa tahu ingatannya meleset atau redaksinya kurang tepat, bahkan
kalaupun tidak demikian, secara pasti jawabannya tidak akan mencakup segala
16Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya, h.106.
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segi persoalan yang ditanyakan atau diuraikan. Karena itu, pada tempatnya kata
Allah ‘Alam selalu diucapkan.17
d. Alqur`an Q.S. Al-Baqarah/2: 233.
              
               
                    
               
                   
              
 
Terjemahanya:
“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan.”18
17M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.654.
18Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya, h.37.
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Dan firman-Nya lebih lanjut:   ( ﺎھ ﺪﻟ ﻮﺑ ة ﺪﻟ او ر ﺎﻀﺗ ﻻ)laa tudlaarra
waalidatum biwaladiHaa (“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya.”) Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud
untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh
menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga ia menyusuinya
karena seringkali bayi yang tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyusunya.
Kemudian setelah masa penyusuan itu, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia
menghendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka ia tidak boleh
menyerahkan bayi itu kepadanya, sebagaimana si bapak tidak boleh merebut bayi
tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Oleh karena itu,
Allah berfirman:  ( ﻮﻣ ﻻ وه ﺪﻟ ﻮﺑ ﮫﻟ د ﻮﻟ )wa laa mauluudul laHuu biwaladiHi (“Dan
jangan pula seorang ayah [menderita ke-sengsaraan] karena anaknya.”) Yakni si
bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk
menyakitinya.
Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, adh-Dahhak, az-Zuhri, as-
Suddi, ats-Tsauri, serta Ibnu Zaid, dan yang lainnya.
Firman Allah Ta’ala berikutnya: ( ﻚﻟ ذ ﻞﺜﻣ ث ر اوا ا ﻞﻋ و) wa ‘alal waaritsi mitslu
dzaalika (“Dan waris pun berkewajiban demikian.”) Ada yang mengatakan, tidak
boleh menimpakan mudlarat kepada kerabatnya. Demikian dikatakan oleh
Mujahid, asy-Sya’bi dan adh-Dhahhak. Ada juga yang mengatakan, kepada ahli
waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu. Yaitu
memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak
mencelakakannya. Demikan pendapat jumhur ulama. Yang demikian itu telah
dibahas panjang lebar oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ayat itu juga dijadikan dalil
oleh para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali yang mewajibkan pemberian
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nafkah kepada kaum kerabat, sebagian atas sebagian yang lain. Dan pendapat ini
juga diriwayatkan, dari Umar bin Khaththab dan jumhur ulama salaf.
Dan disebutkan pula bahwa penyusuan setelah dua tahun mungkinkan
membahayakan si anak, baik terhadap badan maupun otaknya.19
2. Dasar Hukum Menurut Hukum Perdata
Dasar Hukum Untuk ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris
menurut sistem hukum warus BW adalah sebagai berikut.
a. Menurut ketentuan undang-undang.
b. Ditunjuk dalam surat wasiat.20
Dasar hukum tersebut menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan
hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan
dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip
bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaanya
setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud itu menentukan sendiri
ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaanya,
dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan
harta yang ditinggalakan oleh seseorang dimaksud.
Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
bagi seseorang yang akan menjadi ahli waris terhadap yang akan meninggal dunia
adalah surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari
seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama
surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat
meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat
masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah
19M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.230.
20R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1977,) h.88.
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pembuat wasiat meninggal dunia maka surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut
dan ditarik kembali oleh siapa pun termasuk yang menjadi ahli waris.
C. Porsi Bagian dalam hukum Warisan Islam dan KUHPerdata
1. Porsi bagian dalam hukum kewarisan Islam
Bagian warisan ashab al furudl al-muqaddarah akan dikemukakan
menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut:
Bagian warisan ashhab al furudl al-muqaddarah akan dikemukakan
menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut :
1. Anak perempuan menerima bagian:
- 1/2 bila hanya seorang.
- 2/3 bila dua orang atau lebih.
- Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh
bagian anak laki-laki
2. Ayah, menerima bagian:
- Sisa, bila tidak ada far’u waris (anak atau cucu).
- 1/6 bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
- 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
- 2/3 sisa dalam masalah gharrawain (ahli warisnya terdiri dari : suami/istri,
ibu dan ayah).
3. Ibu, menerima bagian :
- 1/6 bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
- 1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu
orang saudara saja.
- 1/3 sisa dalam masalah gharrawain.
4. Saudara perempuan seibu, menerima bagian :
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- 1/6 satu orang tidak bersama anak dan ayah.
- 1/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
5. Saudara perempuan sekandung, menerima :
- 1/2 satu orang, tidak ada ayah dan anak.
- 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia mnerima
separuh bagian saudara laki-laki (‘ashabah bi al-ghair).
- Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (‘ashabah ma’a al-
ghair).
6. Saudara perempuan seayah, menerima bagian :
- 1/2 satu orang, tidak ada anak dan ayah.
- 2/3 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah.
- Sisa, bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian
saudara laki-laki seayah.
- 1/6 bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap 2/3 (al-
tsulutsain)
7. Kakek dari garis ayah (prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam
keadaan bersama-sama saudara-saudara sekandung atau seayah, para ulama
berbeda pendapat, menerima bagian :
- 1/6 bila bersama anak atau cucu.
- Sisa, bila tidak ada anak atau cucu.
- 1/6+sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
- 1/3 (muqasamah) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau
seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan.
8. Nenek, menerima bagian:
- 1/6 baik seorang atau lebih.
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9. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian:
- 1/2 jika satu orang dan tidak ada mu’ashshib (penyebab menerima sisa).
- 2/3 jika dua orang atau lebih.
- 1/6 bersma satu anak perempuan (sebagian penyempurna 2/3).
- Sisa (‘ashabah bi al-ghair) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.21
2. Ahli Waris Sistem Bw Dan Porsi Bagiannya
a. Ahli waris menurut Undang-undang
Peraturan perundang-undangan telah didalam BW telah menetapkan
keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya.
Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur
sebagai berikut.
1. 1/3 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan
menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau
duda yang hidup paling lama.
2. 1/2 dari bagian yang sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan
menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan
golongan ketiga.
3. 3/4 dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan
menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu
sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
4. 1/2 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir perkawinan menjadi ahli
waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi
kloving. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar
pernikahan bukan 3/4, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini
sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/kloving sehingga
21Ahmad Rofiq, Hukum Perdata islam di indonesia, h.325-328.
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anak yang lahir di luar nikah akan memperolah 1/4 (seperempat) dari
bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan 1/4
(seperempat) dari bagian dari harta warisan anak sah dari garis ibu
sehingga menjadi 1/2 bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak
meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada
hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat
harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang
lahir di luar pernikahan, sebagai ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak
yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang
tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan
kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan
dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian
sekadar nafkah untuk hidup seperlunya.22
D. Penyebab dan Penghalang Kewarisan
 Hal-hal yang menyebabkan seorang menerima kewarisan
1. Al-qarabah
Al-qarabah atau pertalian darah di sini mengalami pembaruan, yaitu
semua ahli waris yang ada pertalian darag, baik laki-laki, perempuan, dan
anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya
kekerabatannya.
2. Al-Mushaharah (Hubungan perkawinan)
Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,
baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara,
menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya
meninggal dunia.
22Zainuddin Ali, Pelaksanaan hukum waris di indonesia, h.86.
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3. Al-Wala’ (memerdekakan hamba sahaya)
Al-Wala’ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan
hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.23
 Penghalang saling mewarisi
1. Pembunuhan
Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya
menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi.
2. Berbeda Agama
Komplikasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama
antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi.
3. Perbudakan
Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya
yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.24
E. Syarat Kewarisan
1. Syarat  Waris dalam Hukum Islam
Syarat waris dalam Hukum Islam ada 3 yaitu
a. Telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secara hukum
(misalnya dianggap telah meninggal oleh hakim, karena setelah
dinantikan hingga kurun waktu tertentu, tidak terdengar kabar mengenai
hidup matinya). Hal ini sering terjadi pada saat datang bencana alam,
tenggelamnya kapal di lautan, dan lain-lain.
b. Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris
meninggal dunia.
23 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata islam di indonesia, h.315-318.
24Ahmad Rofiq, Hukum Perdata islam di indonesia, h.321.
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c. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukanya
terhadap pewaris dan jumlah bagianya masing-masing.25
2. Rukun waris dalam hukum Islam
Rukun waris ada tiga, yang mana jika salah satu dari rukun waris ini tidak
ada maka tidak akan terjadi pembagian harta warisan diantaranya adalah:
a. Adaanya Pewaris, yaitu orang meninggal dunia meninggalkan sejumlah
harta dan peninggalan lainya yang dapat diwariskan.
b. Adanya ahli waris, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berhak
untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan
adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainya,
beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.
c. Adanya harta warisan, harta warisan menurut hukum waris islam adalah
harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya
pembayaran hutang, pengurusan jenasah dan pemakaman.26
3. Syarat umum kewarisan dalam KUHPerdata
Diatur dalam buku kedua KUHPerdata yaitu:
1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan,
bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini
adalah kematian alamiah (wajar).
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat
pewaris meninggal.
Menurut Pasal 836 KUHPerdata, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli
waris harus ada pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).
25Abdillah Mustari, Modul PPK PMH Hukum Kewarisan Islam, (Makassar: Tp, 2009,)
h.19.
26Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, (Makassar, Alauddin University Press,
cetakan I, 2013,)  h.27-28.
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Berkaitan mengenai hal yang dijelaskan di atas, perlu di perhatikan aturan
dalam Pasal 2 ayat (2) KUHPerdata, mengenai bayi dalam kandungan ibu,
dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat:
a. Telah dibenihkan;
b. Dilahirkan hidup
c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).27
4. Prinsip Umum Pewarisan dalam KUHPerdata
a. Pada asasnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban
dibidang hukum kekayaan saja. Seperti telah dijelaskan, bahwa ada hak
dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang, atau tidak terletak di
bidang hukum kekayaan ternyata dapat diwariskan. Sebaliknya ada hak
dan kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekayaan ternyata
tidak dapat diwariskan.
b. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban
pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine). Hak saisine berarti ahli
waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut
penyerahan. Berkaitan dengan hak saisine juga dikenal heriditatis petitio,
yaitu ahli waris untuk menuntut, khusus berkaitan degan kewarisan.
c. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan
pewaris.
d. Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak
terbagi (Pasal 1066 KUHPerdata).
e. Pada asanya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris,
kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris (Pasal 838
KUHPerdata).28
27Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum kewarisan perdata barat, (Jakarta,
Prenada Media, 2004,) h.14-15.
43
F. Penggolongan Ahli Waris Dalam KUHPerdata
Menurut Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah
keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin kawin yang diakui, serta suami
istri yang hidup terlama.
Para ahli waris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewairisi
menurut urutan dimana mereka  itu terpanggil untuk mewaris.
Urutan penggolongan ahli waris ada 4 golongan yaitu:
1. Ahli waris golongan pertama terdiri dari:
a. Anak-anak dan keturunanya
b. Suami atau istri yang hidup terlama
2. Ahli waris golongan kedua yaitu:
“orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara
laki dan perempuan tersebut”.
Ahli waris golongan kedua diatur dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 854 ayat (1) KUHPerdata, menentukan:
“Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan
maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya ,masih hidup, maka
masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si hanya
meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana
mendapat sepertiga selebihnya. Sibapak dan si ibu masing-masing
mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang
saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian
selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.
Dari pasal diatas dapat ditarik hal-hal sebagai berikut:
Seorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan keturunan maupun suami
istri, berarti sudah tidak ada golongan I, maka golongan ke II yaitu bapak,
ibu, dan saudara-saudara tampil sebagai ahli waris.
3. Ahli waris golongan ketiga
28Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum kewarisan perdata barat, h.15-16.
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Ahli waris golongan ketiga terdiri dari: keluarga sedarah dalam garis lurus
ke atas, sesudah orang tua.
Pasal 853 KUHPerdata mengatakan:
Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis
lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.
Yang dimaksud keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalh
kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dan ayah dari ibu pewris.
Berdasarkan pasal 853 KUHPerdata maka, warisan dibagi dalam 2 bagian
terlebih dahulu (kloving). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah
lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.
Arti pemecahan (kloving) ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalm tiap-tiap
garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri
sendiri. Dengan demikian dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang
lebih jauh derajatnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis
yang lain. Harta waris dipecah menjadi dua, ½ untuk bagian garis ayah, ½ bagian
untuk garis ibu.29
G. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris
1. Hak dan Kewajiban Pewaris
a. Hak Pewaris
Hak Pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti
bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam
sebuah testament/wasiat. Isi dari testament/wasiat tersebut dapat berupa:
1) Erfesteling, yaitu suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli
waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggaln.
Orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam (ahli waris
menurut wasiat).
29Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum kewarisan perdata barat, h.50-74.
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2) Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar
testament/wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa:
a) Hak atas satu atau beberapa benda tertentu;
b) Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu;
c) Hak pruchtgebruik atas sebagian/seluruh warisan (pasal 957
KUHPerdata)
Orang yang menerima legaat dinamakan legataris.
Bentuk testamen ada tiga macam yaitu:
1) Openbar testament, yaitu testament yang dibuat oleh seorang
Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
2) Olographis testament, adalah testamen yang ditulis oleh si calon
pewaris sendiri (eigenhanding), kemudian diserahkan kepada
seorang Notaris untuk disimpan (gedenponered) dengan
disaksikan dua orang saksi.
3) Testament rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis
tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan
kepada seoran Notaris dengan disaksikan oleh empat orang
saksi.
b. Kewajiban Pewaris
Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya
yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindakan adanya legitieme portie,
yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan
oleh orang yang meninggalkan warisan (pasal 913 KUHPerdata).
Jadi legitieme porttie adalah pembatasan terhadap hak si pewaris dalam
membuat testament/wasiat.
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2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris
a. Hak Ahli Waris
Dapat diperinci sebagai berikut:
Setelah terbuka warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap sebagai
berikut:
1) Menerima secara penuh (zuivere aanvaarding), yang dapat dilakukan
secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaanya
sebagai ahli waris.
Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan
penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus
mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu
dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris.
2) Menerima dengan reserve (hak untuk menukar) voorecht van boedel
beschrijving atau benificiare aanvaarding. Hal ini harus dinyatakan
pada Panitera Pengadilan Negeri ditempat warisan terbuka.
Akibat yang terpenting dari warisan secara benificiare ini adalah
bahwa kewajiban untuk melunasi  utang-utang dan beban lain si
pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasanya dibatasi
menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut
tidak usah menanggung pembayaran utang dengan kekayaan sendiri,
jika utang pewaris lebih besar dari harta bendanya.
3) Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta
kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar
daripada hal untuk menikmati harta peninggaln.
Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Setempat.
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b. Kewajiban Ahli Waris
1) Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan
dibagi.
2) Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
3) Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
4) Melaksanakan wasiat jika ada.30
H. Pengertian Anak Dalam Kandungan
Kandungan menurut lughah berasal dari: hamalat- thamilu-hamlan.
Disebutkan bagi seorang wanita yang sedang mengandung: haamilun,haamilatun.
Allah berfirman Q.S. Al-Ahqaf /46: 15.
                
               
                
                 
  
Terjemahnya:
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang
ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa
dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah
aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku
dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang
Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan
Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".
30Mohd Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata
Barat (BW), (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.24-26.
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Al-hamlu didalam istilah ialah anak yang ada di dalam kandungan, baik
laki-laki atau perempuan.31
Anak dalam kandungan menurut istilah adalah janin yang dikandung
dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Salah atu syarat bahwa
seorang ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah keberadaanya masih hidup
ketika pewaris wafat. Dengan demikian bagi janin yang masih dalam kandungan
ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat
diketahui secara pasti keadaanya, apakah bayi tersebut akan lahir dengan selamat
atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan berjumlah satu atau
kembar.32
I. Batas Minimal dan Maksimal Usia dalam Kandungan
Para ulam sepakat bahwa bahwa batas minimal usia bayi di dalam
kandungan adalah 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.
Dasarnya adalah firman Allah: Q.S Al-Ahqaf dan Q.S Luqman.
Sepakat oleh para ulama ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan
bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 (tiga puluh) bulan.
Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusuinya secara
sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan.
Berarti, bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan didalam kandungan.
Oleh sebab itu apabila bayi lahir kurang dari batas waktu 6 (enam) bulan,
tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada bapaknya. Statusnya digolongkan
sebagai anak zina. Praktis si bayi hanya bisa di nasabkan kepada ibunya saja.
Demikian kesepakatan ulama sunny. Berbeda dengan pendapat ulama Syi`ah
Imamiyah yang secara tegas mengatakan bahwa bayi yang lahir kurang dari 6
31Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994,)
h.168.
32Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, h.187.
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(enam) bulan dalam kandungan, tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada
ibunya, apalagi kepada bapaknya.
Pendapat lain mengatakan bahwa batas minimal usia bayi di dalam
kandungan adalah  9 (sembilan) bulan Qamariyah (270 hari). Ini adalah pendapat
Ibn al-Human dan sebagian ulama Hanabilah, yang diikuti oleh undang-undang
warisan Mesir. Hukum adat Indonesia, terutama didaerah yang tidak banyak
dipengaruhi oleh hukum Islam, tidak begitu mempersoalkan usia kandungan.
Yang terpenting, sepanjang anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, baik
perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, atau memang dikehendakinya,
tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si
bayi, maka statusnya adalah anak yang sah. Ini membawa implikasi bahwa anak
yang hakikatnya anak zina, secara formal sebagai anak sah.
Jadi ada perbedaan yang sangat prinsipil antara hukum Islam dan hukum
adat di beberapa lingkungan hukum di Indonesia. Namun demikian, apakah dalam
kenyataanya sekarang hukum tersebut masih bisa diterima oleh masyarakat atau
bahkan diperlonggar lagi.33
J. Syarat kewarisan bagi anak dalam kandungan Menurut hukum Islam dan
KUHPerdata
1. Menurut hukum Islam
Ahli waris yang masih dalam kandungan dapat memperoleh warisan
dengan 2 syarat:
a. Janin dalam kandungan harus sudah positip di dalam perut ibu pada
waktu pewaris meninggal, secara meyakinkan.
b. Pada saat lahir harus dalam keadaan hidup. Ini agar ia dapat memiliki
harta warisan.34
33Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.121.
34Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris, h.168.
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2. Hak Waris Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata
Anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) memiliki hak atas kepentingan yang berlaku kepadanya. Oleh
sebab itu, dalam KUHPerdata, anak yang masih dalam kandungan dapat dianggap
telah lahir. Kenyataan tersebut seperti tertuang dalam Pasal 2 KUHPerdata yang
berbunyi sebagai berikut:
“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap
sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak
menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak
pernah ada”
Pasal di atas secara tidak langsung memiliki maksud bahwa meskipun
masih berada dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-
hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Meski demikian, apabila
kemudian anak dalam kandungan tersebut terlahir mati, maka segala sesuatu yang
telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat dalam
kandungan dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum.
Salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hal-hal yang
berkaitan dengan kewarisan. Menurut KUHPerdata, anak yang berada dalam
kandungan dianggap telah memiliki hak untuk mewarisi. Hal ini sebagaimana
disebutkan pada Pasal 836 sebagai berikut:
“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya
dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat
warisan jatuh meluang”
Keadaan anak dalam kandungan – sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2
KUHPerdata – menurut Pasal 836 sebagai keadaan telah dianggap sudah ada dan
memiliki hak untuk mewarisi pada saat warisan tersebut dibuka (dibagi). Sebagai
konsekuensi dari istilah “sudah dianggap dilahirkan” yang berarti memenuhi
syarat “harus sudah ada”, maka anak dalam kandungan berhak menerima warisan
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yang sama dengan anggota keluarga yang sah lainnya sebagaimana telah
ditentukan dalam KUHPerdata. Konsekuensi dari istilah “harus sudah ada” yang
dimaksud dalam Pasal 2 KUHPerdata secara tidak langsung memiliki maksud
bahwa kewarisan anak dalam kandungan menurut Pasal 2 KUHPerdata tidak
mengenal batasan usia kandungan maupun status kehidupan anak dalam
kandungan. Jadi, meskipun anak yang berada dalam kandungan masih berusia
satu minggu atau bahkan telah mati tanpa diketahui pada saat pembagian harta
warisan, maka anak dalam kandungan tersebut dapat dianggap telah lahir (dalam
keadaan hidup). Hal ini diindikasikan dengan bunyi bagian lain dari Pasal 2 yang
menyebutkan “…Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah
ada”. Jadi yang menjadi ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersebut
adalah keadaan sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah tersebut juga menegaskan
bahwa apabila bayi dilahirkan dalam keadaan mati, maka warisan yang telah
ditetapkan saat dia dalam kandungan dianggap tidak pernah ada dan akan
dibagikan kepada ahli waris lainnya.35
Dari uraian diatas maka dapaisan yang t dikemukakan contoh penyelesaian
harta kewrisan anak dalam kandungan dalam KUHPerdata:
1. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang siap untuk
dibagi dengan nominal Rp.100.000.000,00. Dengan ahli waris seorang istri
yang sedang hamil, 2 orang anak perempuan dan satu orang anak laki-
laki?
Penyelesaian
Istri =1/5 x 100.000.000 = Rp. 20.000.000
Anak dalam kandungan =1/5 x 100.000.000 = Rp. 20.000.000
2 orang anak perempuan =2/5 x 100.000.000 = Rp. 40.000.000
35R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ketentuan kewarisan anak dalam kandungan menurut
KUH Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999,) h.222.
52
1 orang anak laki-laki =1/5 x 100.000.000 = Rp. 20.000.000
5/5 Rp. 100.000.000
Jadi anak dalam kandungan memiliki hak kewarisan sebagaiman hak
saudaranya, sebagaimana yang ditelah dijelaskan dalam Pasal 2
KUHPerdata.
K. Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris
Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan warisan kalau ia sudah
lahir ke dunia dengan ditandai adanya tangisan dari seorang bayi tersebut. Namun
demikian anak yang ada di dalam kandungan ibunya, ia berhak mendapatkan
kewarisan juga kalau memang ia termasuk ahli waris dari yang meninggal dunia
itu. Pembagian kewarisan itu dapat dilaksanakan dengan tidak usah menunggu
kelahiran bayi yang masih dalam kandungan itu.36
Anak yang ada dalam kandungan, bila ia lahir dengan sempurna/lahir
seluruhnya, dan ada tanda-tanda hidup yang meyakinkan maka ia akan mewaris,
sebagaimana dalam “ Syarah al-Rahbiyah" yang artinya: Ini semuanya (anak yang
lahir dari kandungan yang mewaris itu) adalah dengan syarat bahwa ia lahir
dengan sempurna (lahir seluruhnya) dan ada pula tanda-tanda hidup yang
meyakinkan, dan apabila ia lahir:
a. Sudah mati, atau
b. Nyata secara pasti tidak hamil, atau
c. Lahir (keluar) hanya sebagiannya dalam keadaan hidup, kemudian mati
sebelum sempurna lahirnya, atau
d. Lahir dengan sempurna (keluar seluruhnya) tapi tidak ada tanda-tanda
hidup yang meyakinkan.
36Moh. Anwar, Faraidl (Hukum waris dalam Islam), (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981,) h.36.
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Kesemuanya itu dianggap anak yang dalam kandungan itu tidak ada, dan
sekaligus tidak mewaris.37
L. Bagian Harta Warisan Anak Yang Masih Dalam Kandungan
Dalam Islam, bayi yang masih dalam kandungan ibunya, jika pewarisnya
meninggal dunia termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, sama seperti
ahli waris lainya. Namun demikian karena masih dalam kandungan, belum bisa
dipastikan apakah akan lahir hidup atau mati. Yang perlu diketahui dalam
hubunganya dengan masalah bayi di dalam kandungan adalah:
a. Mengetahui batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan,
b. Memberi bagian yang paling menguntngkan dari perkiraan kelamin bayi,
apakah laki-laki atau perempuan, lahir tunggal atau kembar.38
Di bawamh ini akan dikemukakan beberapa contoh penyelesaian pembagian
warisan kepada bayi yang masih dalam kandungan.
1. Seseorang meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari ibu, bapak. Dan isteri
yang sedang hamil. Harta warisanya se jumlah Rp. 9.600.000,00. Maka
bagian yang disediakn untuk bayi dalam kandungan adalah:
a. Perkiraan perempuan (tunggal):
Ahli Waris bag AM HW Rp. 9.600.000,- Penerimaan 24
Ibu 1/6 4 4/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 1.600.000,-
Bapak 1/6+as  5 5/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 2.000.000,-
Isteri 1/8 3 3/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 1.200.000,-
(anak Pr) 1/2 12 24/24 xRp. 9.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
24 Jumlah = Rp. 9.600.000,-
b. Perkiraan laki-laki (tunggal)
Ahli waris bag AM HW Rp. 9.600.000,- Penerimaan 24
37 Muhammad Arief, Hukum warisan dalam Islam, (Banjarmasin,: tp, 1982,) h.128.
38 Ahmad Rofiq, Fiqh mawris, h.120.
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Ibu 1/6 4 4/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 1.600.000,-
Bpk 1/6 4 4/24 x Rp. 9.600.000,-= Rp. 1.600.000,-
Isteri 1/8 3 3/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 1.200.000,-
Anak lk`as 13 13/24 x Rp. 9.600.000,-=Rp. 5.200.000,-
24 Jumlah = Rp. 9.600.000,-
Dapat diketahui bahwa yang lebih menguntungkan adalah perkiraan lahir
laki-laki, yaitu Rp. 5.200.000,-. Inilah yang disediakan untuk bayi. Apabila
ternyata nanti bayi lahir perempuan, terdapat sisa Rp. 400.000,-. Sisa tersebut
menjadi hak bapak.39
2. Harta peninggalan Pewaris sebesar Rp. 14.400.000,- Ahli waris terdiri
dari: suami dan ibu yang sedang hamil.
Bagian masing-masing adalah:
a. Perkiraan perempuan (seorang):
Ahli waris bagian AM Rp. 14.000.000,-Penerimaan
Suami ½ 3 3/8 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 5.400.000,-
Ibu 1/3 2 2/8 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 3.600.000,-
(sdr.pr) ½ 3 3/8 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 5.400.000,-
8 Jumlah =Rp. 14.400.000,-
Perkiraan di atas mengakibatkan timbulnya masalah ‘aul, karena itu
asal masalah di’aulkan menjadi 8 sesuai dengan jumlah bagian
diterima ahli waris.
b. Perkiraan laki-laki (seorang):
Suami ½ 3 3/6 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 7.200.000,-
Ibu 1/3 2 2/6 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 4.800.000,-
(sdr.lk.)”as 1 1/6 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 2.400.000,-
39Ahmad Rofiq, Fiqh mawris, h.124.
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6 Jumlah =Rp. 14.400.000,-
Dalam perkiraan perempuan bayi memperoleh bagian sebesar Rp.
5.400.000,- dan dalam perkiraan laki-laki sebagai penerima ‘asabah
mendapat Rp. 2.400.000,-. Jadi yang disediakan untuk sibayi adalah
bagian Rp. 5.400.000,-. Jika kemudian ternyata lahir laki-laki, sisa
sebesar Rp. 3.000.000,- dapat dibagi bersama antara ahli waris.
c. Perkiraan Kembar Perempuan, maka akan terjadi perubahan sebagai
berikut:
Ahli waris bagian AM HW Rp. 14.400.000,- Penerimaan
Suami ½ 3 3/8 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 5.400.000,-
Ibu 1/6 1 1/8 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 1.800.000,-
(2 sdr pr.) 2/3 4 4/8 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 7.200.000,-
8 Jumlah =Rp. 14.400.000,-
Dalam perkiraan ini juga terjadi ‘aul dari asal masalah 6 menjadi 8.
Kemudian terjadi perubahan ibu menerima 1/6 _yang semula
1/3_karena ada dua saudara.
d. Perkiraan kembar laki-laki atau laki-laki dan perempuan, diperoleh
hasil:
Suami ½ 3 3/6 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 7.200.000,-
Ibu 1/6 1 1/6 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 2.400.000,-
Sdr.lk./pr’as 2 2/6 x Rp. 14.400.000,- =Rp. 4.800.000,-
6 Jumlah =Rp. 14.400.000,-
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Jadi yang lebih menguntungkan adalah perkiraan kembar perempuan,
yakni menerima bagian Rp. 7.200.000,- Inilah bagian yang disediakan
si bayi.40
40Ahmad Rofiq, Fiqh mawris, h.126.
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BAB IV
ANALISIS STATUS KEWARISAN ANAK YANG MASIH DALAM
KANDUNGAN SBAGAI AHLI WARIS
A. Analisis Yuridis
Kedudukan anak yang masih dalam kandungan ssebagai ahli waris dapat
ditelusuri, dalam persfektif KUHPerdata yang berlaku di Indonesia.  KUHPerdata
sebagai kitab kodifikasi yang mengatur hubungan secara privat antara individu
dengan individu lain serta, hubungan hukum orang-perorang dan golongan tertentu,
sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda, memberi ruang seorang anak yang
masih berada dalam kandungan untuk dapat menikmati hak kewarisan.
Mengenai hal ini,  selanjutnya dapaat dilihat dalam rumusan  pasal 2
KUHPerdata yang berbunyi ;
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah
dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu
dilahirkan, dianggaplah dia tidak pernah ada.
Kedudukan anak yang masih berada dalam kandungan yang diakui sebagai
ahli waris, dengan catatan apabila kepentingan anak (janin) tersebut  menghendaki,
dan selanjutnya apabila anak tersebut meninggal sebelum dilahirkan, maka dianggap
tidak pernah ada, memeberi konsekuensi logis bahwa anak yang masih dalam
kandungan dapat dijadikan sebagai ahli waris dan hak kewarisan anak (janin)
tersebutdinyatakan gugur apabila anak yang masih dalam kandungan dinyatakan
meninggal maka, secara otomatis hak kewarisan dinyatakan gugur.
Sementara itu, Abdillah Mustari memberikan pendapat bahwa janin dalam
kandunganberhak menerima waris dengann memenuhi dua persyaratan sebagai
berikut1;
1Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, Modul PPK PMH 2012, h. 65.
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1). Janin tersebut bayi diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan
ibunya ketika pewaris wafat.
2). Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut
ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.
Tanda-tanda bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup diantaranya adalah bayi
tersebut menangis, bersin, mau menyusu ke ibunya, atau yang semacamnya.
Pendapat yang dikemukakan oleh Abdillah Mustari tersebut, yang
memberikan kriteria syarat hak waris janin dalam kandungan sejalan dengan makna
yang terkandung dalam pasal (2) KUHPerdata. Persoalan yang dapat muncul, ketika
pembagian harta warisan adalah penentuan besarnya bagian ahli waris dalam
kandungan yang diperoleh. Hambatan ini dapat  ditarik akar persoalannya dari
rumusan pasal (2) KUHPerdata yang menyatakan anaka yang masih berada dalam
kandungan dapat menjadi ahli waris apabila kepentingan si anak menghendaki.
Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak2 memberikan pendapat bahwa
persoalan tersebut yang muncul berkaitan dengan rumusan pasal (2) KUHPerdata
adalah dengan melakukan “pembagian sementara” yang berarti bahwa anak yang
masih dalam kandungan karena status bagianny belum diketahui secara pasti maka,
ditempuh opsi untuk memberikan hak bagian kewarisan yang bersifat sementara, dan
sesudah anak itu dilahirkan dalam keadaan hidup, apakah ia berjenis kelamin laki-laki
atau perempuan barulah  diadakan pembagian  yang sebenarnya3.
Pendapat yang dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis dan Komis
Simanjuntak, menurut hemat penulis hanya terjadi dalam kasus kewarisan dalam
persfektif Islam. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa besarnya bagian perempuan
dan  laki-laki 1: 2 ( satu berbanding dua). Hal ini tentu akan berbeda, apabila jika
dipersfektifkan dengan bagian besarnya laki-laki dan perempuan berdasar KUH
2Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1995), h. 61.
3Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, h. 61.
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Perdata yang menyatakan bagian masing-masing 1 : 1  (satu berbanding satu). Ng
berbeda, Ketentuan ini, memang didasari atas persfektif yang berbeda sebab
ketentuan bagian besarnya warisan antara hukum waris Islam dan barat atas
persamaan besarnya bagian yang diterima berdasarkan jenis kelamin.
B. Analisis Teologi Normatif
Rumusan pembagian harta warisan dalam persfektif Hukum Islam dapat
ditelusuri kebedaradannya  melalui sumber-sumber hukum dalam Islam meliputi; Al
Qur’an, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Dalam berbagai suumber hukum dalam Isam
tersebut yang diakui dan disepakati oleh para ulama, penulis akan memaparkan
berkaitan dengan status  kedudukan anak yang masih berada dalam kandungan dalam
persfektif hukum Islam tentunya dengan merujuk kepada sumber hukum Islam yang
telah diakui tersebut.
Pertama-tama, penulis mencoba merujuk dengan beberapa ketentuan yang
termaktub dalam hadits Rasulullah saw, sebagai berikut;
 ِإ َذ ْﺳا ا ـَﺘ َﻬ ﱠﻞ ْﻟا َﻤ ْﻮ ُﻟ ْﻮ ُد ُو ﱢر َث)ﻦﻨﺴﻟا بﺎﺤﺻأ ﻩاور (
Artinya;
Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka ia berhak menerima warisan
(riwayat Ashab Al Sunan)
Selanjutnya dalam riwayat hadits yang lain menyatakan bahwa;
 َﻻ َﻳ ِﺮ ُث ﱠﺼﻟا ﱡِﱯ َﺣ ﱠﱴ َﻳ ْﺴ َﺘ ِﻬ ﱠﻞ)ﺪﲪأ ﻩاور(
Artinya;
Bayi tidak bisa menerima warisan hingga ia berteriak (menangis) (Riwayat
Ahmad)
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Ahmad Rofiq memberikan penjelasan bahwa kedua hadits tersebut bahwa
bayi dapat menerima hak-hak warisnya apabila sudah lahir dan hidup4. Ketentuan
yang diisyaratkan oleh kedua hadits tersebut dia tas nampak sejalan dengan apa yang
terkandung dalam KUHPerdata. Sementara itu dalam Syarah Al Rbiah disebutkan
bahwa;
 َو َﻫ َﺬ ُﻛ ا ﱡﻠ ُﻪ ِﺑ َﺸ ْﺮ ٍط َأ ـَﻳ ن ـْﻨ َﻔ ِﺼ َﻞ َْﳊا ْﻤ ُﻞ ُﻛ ﱡﻠ ُﻪ َو ِﺑ ِﻪ َﺣ َﻴﺎ ًة ُﻣ ْﺴ َﺘ ِﻘ ﱠﺮ ٌة ـَﻓ . َﻠ ْﻮ َﻞَْﲪ َﻻ ْنَأ َﺮَﻬَﻇ
 َأ ْو َﻇ َﻬ َﺮ َﻣ ﱢﻴ ًﺜ ﺎ َأ ِو ـْﻧا َﻔ َﺼ َﻞ ـَﺑ ْﻌ ُﻀ ُﻪ َو ُﻫ َﻮ َﺣ ﱞﻲ َﻓ َﻤ َتﺎ ـَﻗ ْﺒ َﻞ ََﲤ ِمﺎ ْﻧا ِﻔ َﺼ ِﻟﺎ ِﻪ َأ ِو ـْﻧا َﻔ َﺼ َﻞ ُﻛ ﱡﻠ ُﻪ َﺣﻴ ﺎ
 َﺣ َﻴﺎ ٍةﱠﺮِﻘَﺘْﺴُﻣ َﺮ ْـﻴَﻏ ًة َْﱂ َﻳ ِﺮ ْث َﺷ ْﻴ ًﺌ ِﰱ ﺎ َِﲨ ْﻴ ِﻊ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﱡﺼﻟا َﻮ ِر ُو ُﺟ ْﻮ ُد ُﻩ َﻛ َﻌ َﺪ ِﻣ ِﻪ)ﺔﻴﺒﺣﺮﻟا حﺮﺷ (
Artinya;
Ini semuanya (anak yang lahir dari kandungan yang mewaris itu) adalah
dengan syarat bahwa  ia lahir  sempurna (lahir seluruhnya)dan ada pula tanda-
tanda hidup yang meyakinkan dan apabila ia lahir;
a. Sudah mati
b. Nyata secara pasti tidak hamil
c. Lahir (keluar) hanya sebagiannya  dalam keadaan hidup, kemudian mati
sebelum lahirnya atau,
d. Lahir dengan sempurna 9keluar seluruhnya) tapi tidak ada tanda-
tandahidup yang meyakinkan.
Kesemuanya itu, dianggap anak yang dalam kandungan itu tidak ada, dan
sekaligus tidak mewaris5
Q.S An-Nisa/4:11.
                      
                        
                   
4Ahmad Rofiq, Fiqhi Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 120.
5Muhammad Arief, Hukum Warisan dalam Islam, (Banjarmasin,: tp, 1982), h. 127.
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                   
                   
             
Terjemahan:
“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya
bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”
Q.S An-Nisa/4:12.
                 
                  
                  
                 
                   
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                  
                  
  
Terjemahnya:
“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak,
Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),
Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau
sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-
benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.6
Diriwayatkan oleh Imam-Imam yang enam yang bersumber dari Jabir bin
Abdillah: bahwa Rasulullah disertai Abu Bakar berjalan kaki menengok Jabir bin
Abdillah sewaktu sakit keras di kampung Bani Salamh. Ketika didapatkannya tidak
sadarkan diri, beliau minta air untuk berwudu dan memercikkan air di atasnya,
sehingga sadar. Lalu berkatalah Jabir: “Apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang
6Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung : cordoba, 2013), h.78-
79.
63
harta bendaku?”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 11, 12) sebagai
pedoman pembagian harta waris.
Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Al-Hakim yang bersumber dari
Jabir: bahwa istri Sa’ad bin Ar-Rabbi menghadap kepada Rasulullah Saw dan
berkata: “Ya Rasulallah, kedua putri ini anak Sa’ad bin Ar-Rabi yang menyertai tuan
dalam perang Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini
mengambil harta bendanya, dan ia tidak meninggalkan sedikitpun, sedang kedua anak
ini sukar mendapat jodoh kalau tidak berharta”. Bersabda Rasulullah Saw: “Allah
akan memutuskan hukum-Nya”. Maka turunlah ayat hukum pembagian waris seperti
tersebut di atas (Q.S. An-Nisa/4: 11, 12)
Keterangan:
Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar: “Berdasarkan Hadis tentang kedua putri Sa’ad
bin Ar-Rabi, ayat ini turun berkenaan dengan kedua putri itu dan tidak berkenaann
dengan Jabir, karena Jabir pada waktu itu belum mempunyai anak. Selanjutnya ia
menerangkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan keduanya, mungkin ayat 11
pertama berkenaan dengan kedua putri Sa’ad dan bagian akhir dari ayat itu (Q.S. An-
Nisa ayat 12) berkenaan dengan kisah Jabir. Adapun maksud Jabir dengan kata-
katanya ‘turunlah ayat 11’, ingin menyebutkan hal penetapan hukum waris bagi
kalalah yang terdapat pada ayat selanjutnya (Q.S. An-Nisa ayat 12)
Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa orang jahiliyyah tidak memberikan
harta waris kepada wanita dan pada anak laki-laki yang belum dewasa atau yang
belum mampu berperang. Ketika Abdurrahman (Saudara Hasan bin Tsabit) ahli
Sya’ir yang masyhur meninggal, ia meninggalkan seorang istri bernama Ummu
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Kuhhah dan lima putri. Maka datanglah keluarga suaminya mengambil harta
bendanya. Berkatalah Ummu Kuhhah kepada Nabi Saw mengadukan halnya. Maka
turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. An-Nisa ayat 11) yang menegaskan hak waris bagi
anak-anak wanita dan (Q.S. An-Nisa ayat 12) yang menegaskan hak waris bagi istri.7
Q.S An-Nisa/4: 176.
                     
                          
                       
  
Terjemahan:
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari)
saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui
segala sesuatu”.8
7 K.H. Qamaruddin Shaleh, Asbabun Nuzul Latar belakang historis turnya Ayat-ayat Al-
Qur’an, (Cet ke 2; Bandung: c.v. Diponegoro, t.h), h.118-119.
8 Departemen Agama, Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya, h.106.
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Imam Nasai telah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Zubair dari Jabir
r.a. yang telah bercerita, "Aku sedang terserang penyakit, tiba-tiba masuklah
Rasulullah saw. menjengukku. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah! Aku
mewasiatkan sepertiga hartaku kepada saudara-saudara perempuanku.' Rasulullah
saw. menjawab, 'Sangat baik.' Aku berkata lagi, '(Bagaimana) dengan separuh
hartaku?' Beliau menjawab, 'Sangat baik.' Setelah itu ia keluar, akan tetapi tidak lama
kemudian masuk lagi menemuiku seraya bersabda, 'Aku mempunyai firasat bahwa
engkau tidak akan mati dalam sakitmu kali ini. Sesungguhnya Allah swt. telah
menurunkan wahyu atau Ia telah menjelaskan tentang bagian saudara-saudara
perempuanmu, yaitu sebanyak dua pertiga.' Jabir sesudah peristiwa itu sering
mengatakan, bahwa ayat, 'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).'
Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah...' (Q.S. An-Nisa/4:
176) adalah diturunkan sehubungan dengan kasusku itu. Hafiz Ibnu Hajar telah
berkata, 'Kisah tentang Jabir yang ini adalah berbeda dengan kisahnya yang telah
disebutkan di awal surah ini.'" Ibnu Murdawaih telah mengetengahkan sebuah hadis
dari Umar r.a. bahwa Umar r.a. pernah menanyakan tentang cara bagi waris kalalah
(mayit yang tidak mempunyai orang tua dan anak) kepada Nabi saw. Kemudian Allah
swt. menurunkan ayat, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)."
Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah..."9 (Q.S. An-Nisa/4:
176).
Sebagai analisis teologis terhadap dasar hukum kewarisan Islam, Dalam Al-
Qur’an tak ada satupun ayat yang membahas porsi bagian kewarisan anak yang masih
dalam kandungan, karena oleh sebab itu agar supaya kejelasan dan keamanan akan
9K.H. Qamaruddin Shaleh, Asbabun Nuzul Latar belakang historis turnya Ayat-ayat Al-
Qur’an, h.163.
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lebih baik jika anak yang ada dalam kandungan di tunggu kelahiranya untuk
memastikan jenis kelaminya,hidup,meninggalnya, agar haknya bisa jelas. Dan tidak
menimbulkan masalah terhadap ahli waris yang lainya. Karena didalam KHI tak ada





1. Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan
Hukum Kewarisan Islam memiliki persamaan. Persamaan tersebut berdasar pada
adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang kedudukan anak dalam kandungan
berhak tampil sebagai ahli waris walaupun ada ketidakpastian pada dirinya.
2. Ketentuan pembagian kewarisan anak dalam kandungan, Terdapat adanya
perbedaan dalam proses pembagian harta warisannya. Menurut KUHPerdata dalam
pembagiannya tidak ada masalah walaupun ada ketidakpastian pada dirinya karena
apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir bagiannya sama rata dan dapat langsung
dibagikan kepada ahli waris yang telah ada. Sedangkan Menurut Hukum Islam
walaupun kedudukan anak dalam kandungan diakui sebagai ahli waris namun
ketidakpastian dari jenis kelamin si bayi antara laki-laki atau perempuan dan apakah
ia terlahir hidup atau mati, maka pembagian kewarisan anak dalam kandungan
dengan cara menangguhkan bagian terbesar dari perkiraan bagian warisannya yaitu
dengan memperhitungkan anak dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki, karena
laki-laki bagiannya lebih besar dari pada perempuan. Namun apabila dia terlahir
perempuan maka sisa harta yang ditangguhkan untuknya dibagikan kembali kepada
ahli waris yang telah ada.
B. SARAN
1. Semoga kedepanya pemerintah dapat memperhatikan untuk membuat peraturan
mengenai hal kewarisan anak dalam kandungan dan syarat keabsahan anak
khususnya didalam KHI diperlukan adanya ketentuan atau aturan-aturan yang
secara tegas mengacu mengenai syarat-syarat keabsahan anak, karena KHI
merupakan pedoman yang dipakai untuk menyelesaikan perkara didalam
Pengadilan Agama dan tak terkecuali KUHPerdata yang menjadi acuan dalam
pengadilan Negeri.
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2. Agar supaya pembagian kewarisan anak yang masih dalam kandungan tidak
menjadi sebuah masalah karena haknya  sebagai ahli waris sudah ditetapkan baik
dalam hukum kewarisan Islam dan KUHPerdata.
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